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KATA PENGANTAR

Proses perencanaan pembangunan sebagaimana amanat dari
Undang-Undang 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang telah
dituangkan dalam Dokumen RPJM-Desa yang merupakan Dokumen
Perencanaan selama 6 (Enam) Tahun ke depan dan dalam setiap tahunnya
dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP-Desa ) yang merupakan
Penjabaran dari Dokumen RPJMDesa sebagai kerangka kebijakan dan acuan
(Pedoman) kerja Pemerintahan Desa Dawungsarisebagai pelaksanaan kegiatan
pembangunan diberbagai bidang sesuai dengan skala prioritas sehingga proses
pembangunan dapat efektif dan terarah bermanfaat bagi masayarakat

RKP-Desa Tahun 2022 Desa Dawungsari secara garis besar berisi
tentang latar belakang, Visi Misi, Landasan Hukum, Tujuan serta arah
kebijakan keuangan, prioritas pembangunan Desa. Penjelasan masing-masing
aspek penyelenggaraan tersebut dalam pedoman ini merupakan koridor
kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan sebagaimana telah tertuang
dalam Dokumen perencanaan yang telah tertuang dalam Dokumen RPJM
Desa.

Penyusunan RKP-Desa Tahun 2022 Desa Dawungsari ini melibatkan
berbagai pihak dan lembaga ‘terkait. Kepada semua pihak yang telah
berkontribusi terhadap penyusunan RKP-Desa Tahun 2022 ini kami
sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Partisipasi
dan kerjasama yang telah terjalin selama ini diharapkan dapat terus berlanjut
dan berkembang pada berbagai pihak yang selama ini belum terlibat dan
Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi semua rencana dan upaya kita
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan semua
elemen masyarakat dalam menentukan arah kebijakan pembangunan baik
secara fisik maupun non fisik agar lebih transparan, terarah dan tepat sasaran
sehingga harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat
terwujud

Dawungsari, September 2021

Tim Penyusun RKPDesa



Menimbang

Mengingat

KEPALA DESA DAWUNGSARI
KECAMATAN PEGANDON KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA DAWUNGSARI
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DAWUNGSARI

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49,
Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21
Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa
dilakukan dengan penandatangan Peraturan Desa
tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua
BPD;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Desa Dawungsari tentang Rencana
KerjaPemerintah Desa Tahun 2022.

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
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Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57); .

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021

tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6623);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111

Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan
Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun
2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan
Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110
Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun
2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di
Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara



Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga
Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 569);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
611);

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

18.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1203);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun
2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan
Masyarakat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);

21.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1035);

22.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun
2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan
Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1633);

23.Peraturan Menteri Keuangan Nomor
222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1641);

24 .Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun
2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan
Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan,
dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan
Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa
Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 252);

25.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun
2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 961)



26. Peraturan Bupati No 4 Tahun 2021 tentang
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021
Nomor 4);

27.Peraturan Bupati Kendal No. 2 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal No. 7 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Kendal tahun 2016 - 2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2018 Nomor 2);

28.Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal
Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian
Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada
Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 26
Seri E No. 15);

29.Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal
Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten
Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2016Nomor 3 Seri E No. 3);

30.Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2016
tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati
Kendal Nomor 77 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber
Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2016Nomor 6 Seri E No. 6);

31.Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016
tentang Pedoman Pemanfaatan Aset Desa di
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);

32.Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 80 Seri E no 47
)

33.Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2017
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa,Rencana
Kegiatan Pembangunan Desa, Dan Pelaksanaan
Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten
Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2017 Nomor 38 );

34.Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018
Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan
Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala
Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun
2018 Nomor 50);

35.Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2019
tentang Standarisasi Biaya dalam Penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja



Desa diKabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019
Nomor 76 );

36.Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 80
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017
tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan
Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 81);

37.Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran
Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2020 Nomor 14);

38.Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38
);

39.Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2020
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor
13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa
Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 13);

40.Peraturan Bupati Kendal Nomor 65 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati
Kendal Nomor 72 Tahun 2019 tentang Analisa
Harga satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum
Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 65);

41.Peraturan Bupati Kendal Nomor 69 Tahun 2020
Tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di
Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita
daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 69);

42.Peraturan Bupati Kendal Nomer 74 Tahun 2020
tentang  Penjabaran Perubahan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021 ( Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2020 Nomor 74);

43. Peraturan Desa Dawungsari Nomor 1 Tahun 2017
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa di desa Dawungsari (Lembaran
Desa Dawungsari Tahun 2017 Nomor 1);

44.Peraturan Desa Dawungsari Nomor 3 Tahun 2019
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan
Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala
Desa di desa Dawungsari (Lembaran Desa
Dawungsari Tahun 2019 Nomor 3);

45.Peraturan Desa Nomor Dawungsari tahun 2020
Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa Tahun 2020-2026; (Lembaran
Desa Dawungsari Tahun 2020 Nomor };

46.Peraturan Desa Dawungsari Nomor 11 Tahun
2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2021; (Lembaran Desa
Dawungsari Tahun 2020 Nomor 11);



47.Peraturan Kepala Desa Dawungsari Nomor 10
Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2021; (Berita Desa Dawungsari Tahun 2020
Nomor 10);

48.Peraturan Kepala Desa Dawungsari Nomor 2
Tahun 2021 tentang Perubahan Pertama
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2021; (Berita Desa
Dawungsari Tahun 2021 Nomor 2);dan

49.Peraturan Kepala Desa Dawungsari Nomor 04

Tahun 2021 tentang Perubahan  Kedua
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2021; (Berita Desa
Dawungsari Tahun 2021 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAWUNGSARI

dan
KEPALA DESA DAWUNGSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1.

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat h.ukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa
untuk pengembangan usaha, kegiatan
kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan,
pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas
hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran masyarakat Desa.

Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang
dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan
usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan,
pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan,
dan ketertiban.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan
kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang
sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan
masyarakat Desa.
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15.

16.

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki
Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan
pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya
disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain
adalah lembaga  yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain
adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD
untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang
selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah
musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan,
dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh
anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya
masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan
belanja daerah kabupaten/kota.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan
yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama BPD.

Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses
tahapan  kegiatan yang  diselenggarakan oleh
Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur
masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka
peningkatan kualitas hidup manusia dan
penanggulangan kemiskinan.

SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa
untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan
berkelanjutan.

Pendataan Desa adalah proses penggalian,
pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data
SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan
dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa
yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan
Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan
budaya yang dapat digunakan sebagai bahan
rekomendasi penyusunan program dan Kkegiatan
Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait
lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan
masyarakat Desa.

Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data
kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang
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disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara
terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat
lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya
manusia untuk disajikan menjadi informasi yang
berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi
pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan
strategis Pembangunan Desa.

Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang
memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian
SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang
selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen
perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk
jangka waktu 6 (enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya
disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari
RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa
yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka
waktu 1 {satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah
Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota
melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari
kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban
anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan
hak lain yang sah.

Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang
meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup,
sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya,
sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang
dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh
Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki
atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan,
dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama
masyarakat Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang
selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan
bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan
dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa.

Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang
diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan
dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi
dana alokasi khusus.

Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan
nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan
mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan
masyarakat Desa.

Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang
menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi
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32.

(1)

bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan
berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga
Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
Pendampingan Desa adalah wupaya meningkatkan
kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan
Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat
Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha
milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama,
peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan
kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs
Desa.

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota
masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau
yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan,
mengembangkan, dan menggerakkan  prakarsa,
partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan
masyarakat Desa.

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut
BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh
Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola
usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi
dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan,
dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk
sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat,
perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau
perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya
tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja
negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah
provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah
kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

RKP Desa Tahun 2022 disusun dengan sistematika
sebagai berikut:
BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.
Dasar Hukum.
Tujuan dan Manfaat.
Proses Penyusunan RKP Desa.
Sistematika.

[ N
uhown

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN

DESA

2.1. Visi — Misi Kepala Desa.

2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
2.4. Gambaran Umum Ekonomi.

2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pemba-



BAB IV

BAB V
LAMPIRAN

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

ngunan pada RKP Desa Tahun
sebelumnya.

Evaluasi laju pencapaian SDGs
Desa.

Identifikasi masalah berdasarkan
RPJM Desa.

Identifikasi Masalah Berdasarkan
Analisa Keadaan Darurat antara
lain: bencana alam, krisis politik,
krisis ekonomi dan atau
kerusahan sosial yang
berkepanjangan.

Identifikasi Masalah berdasarkan
Prioritas Kebijakan Pembangunan
Daerah.

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan
Pembangunan Skala Desa Tahun
Anggaran 2022.

4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak
asal usul.

4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal
Skala Desa.

4.4. Prioritas Program dan Kegiatan
Pembangunan Daerah Tahun
Anggaran 2023.

4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

PENUTUP

1. BeritaAcara Musyawarah Pem-
bentukan Tim Penyusun RKP
Desa, Notulen dan Daftar Hadir.

2. Keputusan Kepala Desa tentang
Tim Penyusun RKP Desa Tahun
2022.

3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.

4. Daftar Rencana Program dan
Kegiatan yang Masuk ke Desa.

S. Data dan informasi tentang
rencana pembiayaan
pembangunan Desa.

6. Daftar Prioritas Usulan Rencana
Program dan/atau Kegiatan
Pembangunan Desa untuk 1
(satu) tahun anggaran berikutnya.

7. Daftar Usulan Masyarakat Desa
yang Dipilah Berdasarkan Tujuan
SDGs Desa.

8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar
Desa.

9. Daftar Rencana Kerja Sama
dengan Pihak Ketiga.

10. Rancangan RKP Desa Tahun
2022.

11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa
tahun 2021.

12. Gambar Desain Kegiatan.



13. Rencana Anggaran dan Biaya
(RAB).

14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun
2023.

15. Berita acara hasil penyusunan
rancangan RKP Desa.

16. Keputusan BPD tentang panitia
musyawarah Desa tentang
perencanaan Desa.

17. Berita Acara Musyawarah Desa
tentang perencanaan Desa,
Notulen dan Daftar Hadir.

18. Dokumen Pandangan Resmi BPD.

19. Keputusan Kepala Desa tentang
Panitia Musrenbang Desa RKP
Desa tahun 2022.

20. Tata tertib musrenbang Desa RKP
Desa.

21. Penyusunan Prioritas Program
dan Kegiatan.

22. Berita Acara Musrenbang Desa
RKP Desa tahun 2022, Notulen
dan Daftar Hadir.

23. Keputusan BPD tentang panitia
musyawarah Desa tentang
pembahasan, penyepakatan dan
pengesahanan rancangan RKP
Desa tahun 2022.

24. Dokumen Rancangan RKP Desa
Tahun 2022 dan DU- RKP Desa

Tahun 2023.
25. Berita Acara Musyawarah Desa
tentang pembahasan,

penyepakatan dan pengesahanan

rancangan RKP Desa tahun

2022., Notulen dan Daftar Hadir.
26. Dokumen RKP Desa Tahun 2022

dan DU-RKP Desa Tahun 2023.
27. Dokumentasi Foto Kegiatan.

(2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2022
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3
RKP Desa Tahun 2022 merupakan landasan dan pedoman
bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa
dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa
Tahun 2022

Pasal 4
Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan
akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan
menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar
Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan
oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.



Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis
politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang
berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau
Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6
Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam
Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan
Peraturan Desa.
BAB 111
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
(1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun
Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Desa Tahun
Anggaran 2022.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini,
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur
lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan-di ;, Desa Dawungsari

Pada September 2021
KE GV UNGSARI
Diundangkan di  : Desa Dawungsari
Pada tanggal : 7 September 2021
SEKRETARIS DES NGSARI
AC ZAENI

LEMBARAN DESA DAWUNGSARI TAHUN 2021 NOMOR



BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RKP-DESA TAHUN 2022

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh Bulan September Tahun dua ribu
dua puluh satu, bertempat di Balaidesa Dawungsari, Kecamatan Pegandon,
Kabupaten Kendal dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan
Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Ketua RW,
Tokoh masyarakat, Organisasi Wanita, Lembaga desa dalam rangka
membahas Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun Anggaran
2022.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat
dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang
Pembahasan dan Penetapan RKP Desa adalah:

A. Materi

1. Pembahasan RKP Desa; dan
2. Penyepakatan RKP Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah achamed. 1aem dari Vewgkatoxd
Notulen : adfen dari \ed\Gear-dewm
Narasumber : 1. Adamod. \soly dari w\a dem

2. e BORON e dari ......" ..

3. e e s s s SR e dari .ssossaiess

Qi s T TR SR a6 dari .

o T dari ...............

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi,
selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal
yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa
tentang Pembahasan dan Penetapan RKP Desa yaitu menyepakati seluruh
hasil dokumen RKP Desa Dawungsari Kecamatan Pegandon Kabupaten
Kendal Tahun 2022 baik dibidang pemerintahan desa, pembangunan,
pembinaan, pemberdayaan, serta bencana. Keputusan diambil secara
musyawarah mufakat.



Dernikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dawungsari, 2021

Pimpinan Musrénbang Notulis / Sekretaris

No Nama Alamat Tanda Fan ?n

| Borvwnan —3F

2 |pnes hone Harvonh 4BV

>\ Semandar s

YL dman frapa 755@’
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BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA DAWUNGSARI KECAMATAN PEGANDON
KABUPATEN KENDAL

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
/RKP DESA DAWUNGSARI KECAMATAN PEGANDON TAHUN 2022

Pada hari ini Selasa tanggal 7 bulan September tahun dua ribu dua puluh satu
kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1.

ACHMAD ISROFI : Kepala Desa Dawungsari

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Desa Dawungsari selanjutnya disebut

sebagai PIHAK KESATU
2. BARIMAN : Ketua BPD Desa Dawungsari
3. SUMARDIONO : Wakil Ketua BPD Desa Dawungsari

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa
Dawungsari selanjut-nya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

i

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tang
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan
Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 yang diajukan
PIHAK KESATU

PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan
Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa
tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 menjadi Peraturan
Desa apabila semua proses telah selesai.

PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat untuk
mendapatkan evaluasi selambat — lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah
tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Mengetahui, |



RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) DESA DAWUNGSARI

TAHUN : 2022
DESA DAWUNGSARI
KECAMATAN PEGANDON
KABUPATEN KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
Bidang/ Jenls Keglatan Prakiraan Biaya dan Sumber Pola
Pemblayaan Pelaksanaan
Rencana
Target swakelola/
Data Eksiating Prakiraan Waktu
Mendukung BDGs ke- Ca Lokas! asar swadaya,
No g Tahun Berjalan T.p:‘ll:n . Volume 8 L Pelaksanaan K;; v /n
Bidan, Jenis Keglatan R Sumb:
g L 2022 Jlh (Rp) nmber Antar Desa/
Kerjasama
Plhak Ketiga
a b c. d e I ] h 1 ¥ k 1 m n
Penyelenggaraan . Penghasilan tetap .
Pemerintahian Desa 1 Penyediaan Penghasilan tetap dan ii?:kic d1a6.n' ll::::;)n:l:nn;x masih belum pasti 100% desa 12 bulan + kcscjallnekamkcp;la e Januari -
tunjangan kepala desa -y 8 terkait tanggal cair @ dewungsarl 1 bulan pening pelayanan Desember 2022 ADD Swakelola
yang tanggu ilta masyarekat
sitap 43.200.000
. Penghasilan tetap
. . SDGS Ke- 16, Perdamaian, o . kescjahteraan perangkat .
Penyedinan Penghasilan tetap den . masih belum pasti desa 12 bulan + . Januari -
K Keadilan, dan kelembagaan q q 100% . di e
2 tunjangan perangkat et tangguallll clembag tc‘rkmt tanggal cair = dawungsari 1 bulan (5= pen::;:::i{:: yanan Desember 2022 ADD Swakelola
siltap 209.246.400
. q 5 SDGS Ke- 16, Perdamaian,
Penyedizan jaminan sosial kepala X ! i keterlambatan desa peningkatan pelayanan Januarl -
d: dan kelemb. 100% .
8 lden perangkat desa ;l(:;gﬂt:;l;;gl?l? clembagaall | pembayaran ° dawungsari 12 bulan masyerakat Desember 2022 ADD Swakelola
25.000.000
. . . SDGS Ke- 16, Perdamaian, kesejahteraan bpd &
di Tus ) 4 keterlambata d o
4 Ef:g"'k"n penyediaan TUNJANGAN | yeadilan, dan kelembagaan P:mfmy i 100% da “ZM 12 bulen | peningkatan pelayanan | Ja"t‘)‘:sz i ADD Swakelola
yang tangguh masyarakat CEETDCE
31.800.000
SDGS Ke- 16, Perdamaian, n
, o N keterbatasan desa peningkatan pelayanan Januari -
5 | P ed. O al BPD Keadilan, dan kelembagaan 3 100% . 12 bul
enyediaan Operasion By g operasional o dawungsari an masyarakat Desember 2022 ADD Swakelola
4.000.000
. . . SDGS Ke- 16, Perdamaian, kesejahteraan rt/rw 0
Penyediaan Intensif/ Operasional q keterbatasan desa 5 Januari -
6 : Keadilan, dan kelembagaan . 100% . 12 bulan peningkatan pelayanan ADD Swakelola
bagi RT RW yang tangguh operasional dawungsari i Desember 2022
16.000.000
. ; SDGS Ke- 16, Perdamaian, besaran dari lelang kesejahteraan kepala desa 8 .
P diaan bengkok/ tu. 5 . d; -
T foee bepala dean / tunjangan | eadilan, dan kelembagaan  |bengkok masin 100% | o eri | 12Dulan | peningkatan pelayanan | Jm;m; - PAD Swakelola
a8 yang tangguh dipengaruhi musim masymmiat CSEmbETD
76.800.000
. q SDGS Ke- 16, Perdamaian, besaran dari lelang kesejahteraan perangkat
diaan k/ tun; " ! R d. -
8 :en.yc — gl?:tn%ll:a/ Jangan Keadilan, dan kelembagaan bengkok masih 100% da es:sari 12 bulan |desa peningkatan pelayanan D Jan;cmz 02 PAD Swakelola
o8 P yang tangguh dipengaruhi musim masyarakat GRS 2
96.000.000
Penyedisan Operasional Pemerintah
Desa (ATK, honor
PKPKD, koordinator, pelaksana
kegiatan, bendahara, listrik, SDGS Ke- 16, Perdamainn, 3
9 |internet, servise elektronik dan Keadilan, dan kelembagaan keterbs.t 100% desa . 12 bulan peningkatan pelayenan Januari - ADD/PAD Swakelola
operasional dawungsari arakat w
motor, alat rumeah tangga, yang tangguh = E e = Desember 2022 /PBH
SPPD/Uang transport , seragam ,
SPPD/ ueang transport, makan
minum dlf)
45.000.000




DESA DAWUNGSARI
KECAMATAN PEGANDON
KABUPATEN KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
Prakiraan Biaya dan Sumber Pola
Bidang/ Jenls Kegiatan Pemblayaan o ——
Rencana
Target swakelola/
td Prakir.
No Mendukung SDGs ke- Data Ekalating | ;100 Lokas! asn Sasaran/ Manfaat o swadaya/
Tabun Berjalan Volume Pelaksanaan
Bidang Jenls Keglatan Tahun Jih (Rp) Sumber Kerjasama
2022 Aantar Desa/
Kerjasama
Pihak Ketiga
a b c d e F g h 1 ¥ k 1 m n
R i X SDGS Ke- 16, Perdamaninii, . X
10 | P ediaan honor penjaga balai Keadilan, dan kelembeagaan minimnya honor 100% des desasari 12 bulan peingkan pclaty anan Januari - ADD/PAD Swakelola
fesa yang tangguh wung masyarakel Desember 2022 /PBH
6.000.000
SDGS Ke- 16, Perdamaian, q
, . ) ) L s desa peningkatan pelayanan Januari - ADD/PAD
11 |Penyediaan honor penggali kubur [Keadilan, dan kelembagaan minimnya honor 100% dawungsari 12 bulan . = Desember 2022 /PBH Swakelola
yang tangguh
2.400.000
1. Penyediaan honor syeh mayit & SDGS Ke- 16, Perdamaian, a . )
12 |bantuan perlengkapan kematian Keadilan, dan kelembag minimnya honor 100% dan es:san' 12 bulan penmill{:;an pcl:tyanan D Jan‘l:ar; 022 AD[;Q;_IAD Swakelola
bagi warga kurang mampu yang tangguh — yarak esember /
1.200.000
Pengadaan dan pemeliharaan
= ke ak
Peralatan elektronik kantor dan pDas Ke 1 owputer bany o desa peningkatan pelayenan Januarl -
13 ah taneea (laptop, komputer, | ~201an, dan kelembagaan  |yang rusak dan 100% dewungsari 5 Paket manysrakat s ST PBH/ DD Swakelola
L gga (laptop, komputer, yang tangguh printer rusak
printer)
50.000.000
Penyedia sarana (aset tetap) minimoya mebeler
o i SDGS Ke- 16, Perdamaian q
perkantoran atau inventarisir X ' ; kantor o desa peningkatan pelayanan Januari - .
14 |sarpras kantor atau mebeler K:sdﬂt;.;l' danl LoAER P LOCEE dawungsari GjEaket masyarakat Desember 2022 EBH Swakelcla
ut 10.000.000
Pemeliharaan dan peningkatan |SDGS Ke- 16, Perdamaian, o i I e Januari
. . o -
15 |Gedung/ Prasarana Kantor Desa |Keadilan, d;r: kelembagaan dapur tidak layak 100% dewungseri 1 paket masyarakat Desember 2022 PBH/ PAD Swakelola
{Dapur) yang tangg
15.000.000
Penyusunan, Pendataan, dan .
§ SDGS Ke- 16, Perdamaian,
Pemutakhiran Profil Desa 8 . " L - desa peningkatan pelayanan Januarl -
dilan, d b, Anggaran minimn 100% . 1
1e Digitalisasi dokumen desa/ yK:f:g tangguallll kelembagaan ge ° dawungsari paket manyamkat Desember 2022 DD Swakelola
sertifikasi tanah, 20.000.000
SDGS Ke- 16, Perdamaian, q A
17 ge“y“"'“?:m[’;:s:‘“y EREl Keadilan, dan kelembagaan  |Agenda tahunan 00% | d“:sm. 4 keglatan g;?“gll;""’“ S des; De:‘z‘b“:“z o DD;;SD Swakelola
erencanann
yang tangguh = & ember 4.000.000] !
SDGS Ke- 16, Perdamaian,
. i 2 desa peningkatan program desa Januari - DD/PAD
o
18 |Penyusunan RKP Des Keadilan, dan kelembagsan Agenda tahunan 100% d geari 4 keglatan dan pelayanan masy at | Desember 2022 /PBH Swakelola
yang tangguh 4.000.000
SDGS Ke- 16, Perdamaian, s .,
Pengelolaan Administrasi/ . ' A 100% desa peningkatan pengelolaan Januari - ADD/PAD
19 | inventarisasi/ Penilaian Asct Desa e e ; dawungsari | ! kegiatan inventarisasi Desember 2022 /PBH Swakelola
yang tangguh 3.000.000




DESA DAWUNGSARI
KECAMATAN PEGANDON
‘KABUPATEN KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
Prakirean Blaya dan Sumber Pola
tan
Bidang/ Jenis Kegla Pemblayaan Pelal
Rencana
Target swakelola/
Data Eksisting Prakiraan Waktu
No Mendukung SDGs ke- Tahun Berjalan Capaian Lokasl Volume Sasaran/ Manfaat Pelaksanaan swadaya/
Bidang Jenis Keglatan Labug Jlh {Rp) Sumber Kerj -
2022 Antar Desa/
Kerjasama
Pihak Ketiga
a b e, d e f g h 1 = k 1 m n
SDGS Ke- 16, Perdamaian, q .
Penyusunan APBDes,APBDes X ' desa peningkatan pelayanan Januari - ADD/PAD
Keadilan, dan kelemb Agenda tah 100% .
20 perubahan,LPJ tepat waktu s tangguall: clembagasn BcECELAILnES - dawungsari 12 bulan masyarakat Desember 2022 JPBH Swakelola
3.000.000
SDGS Ke- 16, Perdamaian, .
21 Penyelenggaraan musyawarah desa | dilan, dan kelembagaan Agenda tah 100% " desa . | 3 kegtatan peningkatan pelayanan Januar - ADD/PAD Swakelola
non reguler h awungsari masyarakat Desember 2022 /PBH
yang tanggul
1.000.000
Penyusunan Laporen Kepala Desa, |SDGS Ke- 16, Perdamaian, X R
22 |LPPDesa dan Informasi Kepada Keadilan, dan kelembagaan Agenda tahunan 100% daw(i:::saxi 1 paket pemﬂ(:;s;g;l;yanan D Janll; ar12022 AD];{;:D Swakelola
Masyarakat yang tangguh % esember 700,000 /
Penyusunan Kebijakan Desa SDGS Ke- 16, Perdamalan, i
23 |(Perdes/ Perkades selain Keadilan, dan kelembagaan  |Agenda tahunan 100% a d“"sm. 1 keglatan pem“i‘:::’“ pe]:ty"“‘m - Ja“]‘:'mz;) ) ADD/PAD | o velola
Perencanaan/ Keuangan) yang tangguh g % esember g 700.000 /PBH
e . 5 : SDGS Ke- 16, Perdamaian, i
24 A“:j‘:}i“;ﬁs“i:x‘:‘;::ensmkm Keadilan, dan kelembagaan  |Agenda tahunan 100% dawt:‘:sm 12 bulan pen:;;s'l:t;; :]:?ggmn - ; anrlxtt:earrlzo 0 S anem
p gunan yang tangguh 3.000.000
Jamish Per Bidang 1 671.046.400
Bidang
Pelaksanaan Peningkatan operasional/ insentif peningkatan kesejahterann
... |SDGS Ke- 4, Pendidikan terbatasnya desa N N Januari -
Pembangunan 1 |Penyelenggaran PAUD/TK/TPQMilik Y 2 100% ’ 12 bulan |guru & peningkatan kualitas DD/PAD Swakelola
41 Y d
Desa Dese Realkyalitas opetaaional awungsari pendidikan Desember 2022
4,000,000
SDGS Ke- 4, Pendidikan belum ada o desa . . Januari -
2 |Perpustakaan desa berkualitas perpustakaan desa 100% dewungsari 1 unit peningkatan pengetahuan Desember 2022 PAD Swakelola
20.,000.000
SDGS Ke- 4, Pendidik:
Pembuatan dan Pengelolaan berku a].ifas’ SDnGSlKeEE‘)n
a Jaringan/ Instalasi internet, industri in:)vasi dan ’ jaringan internet 100% desa 12 bulan peningkatan pelayanan Januert - DD Swakelol
Komunikasi dan Informasi Lokal insfras ’ " . SDGS Ke- 10 sangat lambat dawungsari masyarakat Desember 2022 R
Desa & Internet Desa Inen ) kt;sen'an e !
gurangi Jang 11.000.000
penyelenggaraan POSYANDU Bayi, SDGS Ke- 2, Tan ,
K 5 = pa kelaparan; . .
balita & lansia { ATK, PMT, ' . desa peningkatan keschatan Januari -
SDGS Ke- 3, Kehid hat [Agenda tah 100% q
4 insentif/ uang transport kader, den se‘}::cm KeindupeniSe genda tahunan v dawungsari 12 bulan masyarakat Desember 2022 DD Swakelola
perlengkapan posvandu) J 16.000.000
\ ; SDGS Ke- 3, Keidupan schat desa peningkatan kesehatan Januari -
tan d al 0 da tah 100% " 12 by
5 |Kegiatan kesehatan ibu den an dan sclatera B nan dawungsari ulan yarakat Desember 2022 5.000.000 Loy ST




DESA : DAWUNGSARI
KECAMATAN 3 PEGANDON
KABUPATEN : KENDAL
PROVINSI 1 JAWA TENGAH
Bldang/ Jenis Keglatan Prakiraan Biaya dan SBumber Pola
Pembiayaan Pelaksanaan
Rencana
Target Praki swakelola/
No Mendukung SDGs ke- Data ELsiving Capalan Lokasl Sasaran/ Manfaat akin swadaya/
Tahun Berjalan - Volume Pelaksanaan Kerj o
Bidan Jenls Keglatan Tah Jlh asam
s & 2022 (Re) Sumber | sntar Desa/
Kerjasama
Plhak Ketign
a b o, d e I g h i ¥ k 1 m n
Penyelenggaraan POSBINDU (ATK, [SDGS Ke- 3, Keidupan sehat desa peningkatan kesehatan Januari -
A Agenda tah 100% .
alat cekup/ lab, obat.) dan sejatera genda tahunan ° dawungsari 12 bulan masyarakat Desember 2022 1.000.000 DD Swakelola
Penyelenggaman penyuluhan
i SDGS Ke- 2, Tanpa kelaparan; .
pencegahan stunting & POSRETING ; desa peningkatan keschatan Januari -
p . N SDGS Ke- 3, Kehid schat |Agenda tah 100% q
[ (ATK, insentif/ operasional kader om seja':em chicupan se BERCAIRSTIAC ° dawungsari 12 buian masyarakat Desember 2022 DD Swekelola
KPM, Snack, bantuan pangan) 5.000.000
Pengelolaan advokasi konvergensi
pencegahan stunting desa dengan  [SDGS Ke- 3, Keidupan sehat o desa peningkatan keschatan Januari -
& menggunakan aplikasi digital e- dan sejatera fgenda tahunan Louze dewungsari L3joulasy masyarakat Desember 2022 DD Swakelola
HDW 3.000.000
penyelenggmaan rapat KB (ATK, SDGS Ke- 3, Keidupan sehat Agenda tah 100% desa peningkatan kesehatan Januari -
9 |insentif kades KB, snack) den scjatera e dawungseri | 12 bulen masyarakat Desember 2022 1.000.000 DD Sva s
) i i ) Memperlancar transportasi, J arl
10 ) ) SDGS Ke 9, industri, inovasi jembatan sudah tidak 100% w1 1 unit penghubung, mencegah anuari - DD Swakelola
Pembangunan jembatan di RW 1 dan insfrastruktur layak sungai meluap Desember 2022 180.000.000
Sawah tegal 3 .
11 | Pembangunan gorong gorong sawah [SDGS Ke 9, industri, inovasi  |gorong- gorong 100% arum/dewi 6 Unit Memperlancar transportasi Januari -
2 e ; , I & b i DD Swakelola
tegal arum-dewi sinto dan insfrastruktur hancur sinto uangan air Desember 2022 78.000.000
SDGS Ke 9, industri, inovasi o Memperlancar saluran Januari -
12 | o habilitasi draenase di rt 03 rw 02 |dan insfrastruldur dr rusak abdde R a2 SOImEter pembuangan Desember 2022 50.000.000 DD Swakelola
13 |Pembangunan jalan/ senderan/ SDGS Ke 9, industri, inovasi |jalan becek dan sulit 100% Tegalarum & | 0 - over Memperlancar saluran Januarl - DD/ PBP Swakelol
. naa n Tt Dewi sinto b an a8
dracnase di tegal arum & dewi sinto |dan insfrastruktur dilalui pembuang| Desember 2022 200.000.000
Pembangunan jalan (rebat beton) di [SDQS Ke 9, industri, inovasi - 91X 3,30X q Januari -
M|rto11wo1 dan insfrastruktur jalan rusak 100% | REOIrwOl |  15ietey | Memperlancar trasnportasi | 1y oo \per 2022 67.000.000 bD Spechln
Pembangunan jalan (rebat beton) di |SDGS Ke 9, industri, inovasi . 35 X 8,30X ; Januari -
15| 04 w01 dan inefrastruktar e 100% Rt 04 rw 01 0.12 meter Memperlancar trasnportasi D a——— 24,000,000 DD Swakelola
Pembangunan jalan (rabat beton) di |SDGS Ke 9, industri, inovasi o rt02rt 03 1w [ 215x 3,75 x . ’ Januari -
161 02 rt 03 w 01 dan insfrastruktur jalan rusak e 01 0,15 meter | Memperlancar trasoportasi | o000 157.543.000| BKK/ DD Swakelola
Pembangunan jalan (rabat beton) di |SDGS Ke 9, industri, inovasi . rt 01 rt 02 rw | 330 x 3,60 x i Januarl -
171+ 01 rt 02 rw 02 dan insfrastruktur jalan rusak L0026 02 0,12 meter | Memperlancar trasnportasi | Lo 0059 184.073.000| BKK/ DD Swakelola
rt 01 rt 03 136,5 x 3, d b
18 |Pembangunan jalan (rabat beton) di [SDGS Ke 9, industri, inovasi 100% as S lsxme; 2 Memperlancar trasnportasi | | Jm;emzom BKK/ DD | Swakelola
rt 01 1t 03 1w 03 dan insfrastruktur jalan rusak ! SRS 100.001.000
rt 02 rt 04 3 uari -
19 | Pembangunan jelan (rabat beton) di |SDGS Ke 9, industri, inovasi 100% b g 01;‘ E{Stgrx Memperlancar trasnportasi | - Janbe P DD Swakelola
rt 02 rt 04 1w 02 dan insfrastruktur jalan rusek i esember 2022
184.073.000
rt 02 rt 03 rt 2 uari -
20 | Pembangunan jalan (rabat beton) di |SDGS Ke 9, industri, inovasi 100% 04 w01 o ig )n(.\it:r Memperlancar trasnportast | Janbe 2022 DD Swakelola
rt 02 rt 03 rt 04 rw 01 dan insfrastruktur jalan rusak ! oI 130.000.000
SDGS Ke 9, industri, inovasi 5 Januari -
21 Pembangunen senderan/ parkir dan insfrastrukfur belum ada parkir 100 BgCE) 1 unit Tempat pardr Desember 2022 80.000.000 DD/ PAD Swakelola
SDGS Ke 9, industri, inovasi N Januart -
22 | pembangunan saluran air dan insfrastrukty bolizas e sulusmn ate]  10°% | 10102 | SO meter mencegah banjir Desember 2022 60.000.000 DD Swakelola




DESA DAWUNGSARI
KECAMATAN PEGANDON
KABUPATEN - KENDAL
PROVINSI ¢ JAWA TENGAH
Bidang/ Jenls Kegiatan Prakiraan Blaya dan Sumber Pola
Pemblayaan Pelaksanaan
Rencana
Target swakelola/
Data Eksisting Prakiraan Waktu
M -
No endukung SDGs ke Tahun Berjal Capalll:n Lokasi Volume Sasaran/ Manfaat PR 1;:;:::::,.1
Bidan, Jenis Kegiatan Tah
g gl 2022 Jih (Rp) Sumber | i Desa/
Kerjasama
Pihak Ketiga
a b c, d e f g h i . e 1 m n
Dukungan Pelaksanaan Pro SDGS Ke- 6, Air bersih dan , i
23 |Pembangunan/Rehab Rumah Tidak |sanitasi layak; SDGS Ke- 10, |{i2ah tidak layak 100% desa | 5y | Peninglatan rumah layak Sanuariy swakelola/
gun! M h ih ad d PBP
Layak Huni dari apbdes Berkurangnya kesenjangan e awungsart huni Desember 2022 swadaya
30.000.000
Penyelenggaraan Informasi Publik  [SDGS Ke- 4, Pendidikan desa . . Januari -
24 Desa (Poster, Baliho D1 berkualitas genda tah 008 dawungsari paket mempermudah informasi Desember 2022 DD Swakelola
500.000
Jumlah Per Bidang 2 1.591.190.000
Pembinaan
Kemasyarakatan Koordinasi Pembinaan
Desa Keamanan, Ketertiban &
SDGS Ke- 16, Perdamaian
Perlindungan Masy. Skala Lokal X ’ . Minimnya desa peningkatan keamanan dan Januarl -
Keadilan, dan kelemb 100% .
! |Desa serta penambhana yang t:.txllma; clembagsAn | 5perasional linmas N dawungsari | 12 bulan ketertiban Desember 2022 5.000.000 | ADD/ PBH ( Swakelola
operasional/seragam/ Insentif
linmas
Penyelenggaran Festival Kesenian, |SDGS Ke- 16, Perdamaian, desa peringatan hari b / Januari ADD/PAD/
2 |hari besar nasional, Keadilan, dan kelembegaan  |Agenda tahunan 100% . | 3 kegiatan A ) 15.000.000
Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan |yang tangguh dawungsari & budaya, nasioanl Desember 2022 PBH Bwakciola
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kepemudaan & Olahraga
(pembangunan lapangan/gedung Lapangan sering o lapangan peningkatan lapangan dan Januari -
3. 6] olahmaga/pengadaan sarpras kebanjiran Lo02S sepak bola 1 unit ikon desa Desember 2022 250.000.000 DD Swakelola
olahraga/ pembangunan laj an
o]ahmga/lfa.ru) = [ SDGS Ke 9, industri, inovasi
dan insfrastruktur
Pembinaan Karangtaruna/Klub . N s . .
! SDGS Ke- 4, Pendidikan Terbatasnya N desa peningkatan klib olahraga Januart - PAD/ PBH/
4 gzz:mudasn/ Olshraga Tingkat perkualitas operasional 100% dar goari 12 bulan den kepemudasan Desember 2022 10,000.000 DD Swakelola
pembinaan dan peningkatan ‘ q
; SDGS Ke- 5, Kesetaraan terbatasnya desa Januari - ADD/PAD/
5 |operasional, ATK, seragam, makan . 100% N 12 bulk kelancaran kk ¥
m‘;;um e n’:ﬁk gender operasional @ dewungsari ulan elancaran program p! O 15.000.000 ( “oo0d / DD Swakelola
pembinaan dan peningkatan SDGS Ke- 16, Perdamaian,
6 |operasional, ATK, seragam, makan |Keadilan, dan kelembagaan | = 02tasnya 100% desa | 4o bulan kelamcarun program Janueri - 00.000 | ADD/PAD/ akelol
pe: ag o al 4 d 3.000.00 Swakelola
minum & transport lkmd/lpmd  |yang tangguh perasion ZNlngsar. land/1pm Desember 2022 PBH




DESA DAWUNGSARI
KECAMATAN PEGANDON
KABUPATEN KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
Prakiraan Blaya dan Sumber Pola
Bldang/ Jenis Keglatan Pembiayaan Pelal -
Rencana
Target swakelola/
t1 Praki;
No Mendukung SDGs ke- Data Eksisting Capalan Lokast o Sasaran/ Manfaat LTS swadaya/
Tahun Berjalan Tahun Volume Pelaksanaan Kerfasama
Bidang Jenis Kegiatan 2022 Jlh (Rp) Sumber Antar Desa/
Kerjasama
Plhak Ketign
a b c. d L] f g h i ¥l k [] m n
pembinaan dan peningkatan SDGS Ke- 16, Perdamaian, terbata: a -
7 |operasional, ATK, seragam, makan |Keadilan, dan kelembagaan u rﬁ;ﬁ;‘;}; ‘li 100% dawlf;asari 12 bulan kelancaran program kpmd D Jml:';:l“z 0292 5,000.000 PBP Swakelola
minum & transport kpmd yang tangguh P 8 escmber
Jumlah Per Bldang 3 303.000.000
Mpembzl:kdaty D g:ﬂ:::tnax!\) ?;115:1“ p(:rt:lt;lf:/k o PRGSIKeglz Konsumsildan desa peningkatan ekonomi warga Januari
asyarakat Desa i 3 A tah 100% . . § .000. v
senderan, draenase, pintu irigrasi ;;r::skm yang bertanggung genda tahunan o dawungsari 2 paket | 400 peningkatan pertanian | Desember 2022 200.000.000 | PAD/ DD Swakelola
pertanian) J
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa [SDGS Ke- 16, Perdamaian, Masih kuran: . : n
N . X gnya desa peningkatan kapasitas Januari - PAD/ADD/
100% . i
2 gt;r::gkatan Kapatitas Perangkat 5:;:11;2‘,; :51111 kelembagaan pengetahuan 0 dawungsari 4 paket e Desember 2022 10.000,000 PBH Swakelola
SDGS Ke- 16, Perdamaian, g :
. . ! " Masih kurangnya desa . , Januari - PAD/ADD/
i e 100% ¥ k ta b
3| Peningkatan Kapasitas BPD ;(:Ielx:ﬂ:nn;; ::Irll kelembagaan pengetahuan o e 1 paket peningkatan kapasitas bpd Desember 2022 3.000.000 PBH Swakelola
SDGS Ke- 1, Tanpa
e kemiskinan; SDGS Ke- 8, . " desa . Januari -
4|Rehabilitasi kios desa Pekerjaan layak dan tidak adanya bumdes 100% dawungsari keglatan peningkatan pad Desember 2022 80.000.000 DD Swakelola
4 pertumbuhan ekonomi
SDGS Ke- 1, Tanpa
pelatiban menjahit penyediean kemiskinan; SDGS Ke- 8, Warga banyak yang 100% desa ) peningkatan ketrampilan Januari -
5| saraana prasarananya Pekerjaan layak dan menganggur . dawungsari kegiatan warga Desember 2022 20.000.000 DD Swakelola
pertumbuhan ekonomi
SDGS Ke- 1, Tanpa
i . kemiskinan; SDGS Ke- 8, Warga banyak yang desa . peningkatan ketrampilan Januari -
: 100% y o, .
6| Pelatihan setir mobil Pekerjaan layak dan IR o dawungsari kegiatan T Desember 2022 30.000.000 DD Swakelola
pertumbuhan ekonomi
SDGS Ke- 1, Tanpa
BUMDES belum n
P, _ d =
7| Penyertaan modal BUMDES ISGE L Sas (eSe, berjalan dan PAD 100% €2 1 19 pulan peningkatan PAD e 250.000.000 DD Swakelola
Pekerjaan layak dan sedikit dawungsari Desember 2022
pertumbuhan ekonomi :
SDGS Ke- 17, Kemitraan . desa ) Januari - Kerjasama
o ., M 100% PAD b .
8| Penyertaan modal BUMDESMA untuk mencapai tujuan inimnya anggaran o dawungsari 12 bulan peningkatan Desember 2022 35.000.000 DD T G
Jumlah Per Bidang 4 628.000.000




DS DAWUNGSARI
o} UKBCAMATAN PEGANDON
s [KNBUIPATEN KENDAL
JAROWVINSI JAWA TENGAH
Prakiraan Biaya dan Sumber Pola
Bidang/ Jenis Keglatan Pemblayann Pelsl e
Reancana
Target swakelola/
Data Eksisting Prakiraan Waktu d
No Mendukung SDGs ke- Tahun Berjal Capalan Lokasi Volume Sasaran/ Manfaat P swadaya/
Bidan, Jenls Kegiatan Tahun Jlh {Rp) Sumber Hor)
e 2022 Antar Desa/
Kerjasama
Plhek Ketiga
a b e d e f a h 1 Vi k 1 m n
Bidang SDGS Ke- 1, Tan;
N = Ly pa g cana i-
Penanggulangan Penangg.ulangan Bencana dan kemiskinan; SDGS Ke- 2, Terjadi ben 100% desa .| 1Tahun |Antisipasi Bencana Alam o 75.000.000 DD Swakelola
Bencana / Tak ppkm mikro alam dan non alam dawungsari Desember 2022
Tanpa kelaparan
terduga
SDGS Ke- 1, Tanpa . e A
. Terjad] bencana desa Antisipasi Keadaan Januari -
. B 0% i h
5 2|Keadaan Darurat kemiskinan; SDGS Ke- 2, S S 100% dawungsarl 1 Tahun Darurat Desember 2022 10.000.000 DD Swakelola
Tanpa kelaparan
SDGS Ke- 1, Tanpa At At A q
Keadaan Mendesak/ BLT DANA o ’ Terjadi bencana desa Antisipasi Keadaan Januari -
0 - 1009 d
3 DESA kemiskinan; SDGS Ke- 2, | iam dan non alam % dawungsari 1 Tahun Mendesak Desember 2022 374.400.000 DD Swakelola
Tanpa kelaparan
Jumlah Per Bidang 8 459.400.000
JUMLAH TOTAL 8.024.636.400 PAD/ DD/
ADD/ PBH/
PBP/ BKK
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Ketua Tim Fe

Disusun oleh,




